LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomar
Tanggal :

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TOLI-TOLI

s- 418

{PK/2019

15 Seplemvoac 2019

Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Toli-Toli Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Nama -
Objek 1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf ¢ dan ayat (2) dihapus, | - Telah sesuai dengan UU No. 28
sehingga Pasal 3 berbunyi : Tahun 2009.
Pasal 3
(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan
daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
a, Dihapus
b. Dihapus
¢. Dihapus
d. Fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.
(2) dihapus
Subjek - - .

Golongan Retribusi

Cara Mengukur Tingkat
Penggunaan Jasa

Prinsip Penetapan
Struktur dan Besarnya
Tarif Retribusi

Strukiur dan Besarnya
Tarif Retribusi

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah dan ayat (6) angka Romawi |, angka
Romawi I, Angka Romawi Ill dan angka Romawi llla dihapus, Angka
Romawi IV angka 1 diubah dan angka 2 ditambahkan dua huruf yaitu hunf
n dan huruf o dan ditambahkan satu angka Romawi yaitu angka Romawi V,
sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah dan ayat (6) angka Romawi |, angka
Romawi Il, Angka Romawi Ill dan angka Romawi llla dihapus, Angka
Romawi [V angka 1 diubah dan angka 2 ditambahkan dua huruf yaitu huruf
n dan huruf o dan ditambahkan satu angka Romawi yaitu angka Romawi
V, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

1. Pada dasamya laboratorium
disediakan untuk
melaksanakan tugas dan
fungsi Pemda untuk
memastikan/menguji suatu
benda/keadaan/pekerjaan
telah sesuai dengan ambang
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1




(4)

Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas dan kekayaan

daerah dan jangka waktu pemakian.

Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku di wilayah daerah

tersebut.

Dalam tarif yang berlaku, sulit ditemukan/dijangkau, maka tarif ditetapkan

sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan jasa, yang

merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang mefiputi :

a.  Unsur biaya persatuan penyedian jasa;

b.  Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :

a. Biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai
termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan,
biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan
langsung dengan penyedian jasa.

b. Biaya tidak langsung, yang meliputi administrasi umum dan biaya
lainnya yang mendukung penyedian jasa.

¢. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan
aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi
angsuran dan bunga pinjaman dan penyusutan aset.

d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyedian jasa,
seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.

Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan

dalam presentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dari modal.

Struktur dan besamya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2)

dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

. Dihapus

Il. Dihapus

lil. Dihapus

Dihapus

(5)

Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas dan kekayaan

daerah dan jangka wakiu pemakian.

Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku di wilayah

daerah tersebut.

Dalam tarif yang berlaku, sulit ditemukan/dijangkau, maka tarif ditetapkan

sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan jasa, yang

merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :

a.  Unsur biaya persatuan penyedian jasa;

b.  Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :

a. Biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai
termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan,
biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan
langsung dengan penyedian jasa.

b. Biaya tidak langsung, yang meliputi administrasi umum dan biaya
lainnya yang mendukung penyedian jasa.

c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan
aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi
angsuran dan bunga pinjaman dan penyusutan aset.

d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyedian jasa,
seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.

Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan

dalam presentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dari modal.

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

I. Dihapus
II. Dihapus

lll. Dihapus

llla. Dihapus

IV.  Dihapus

batas/persyaratan tertentu.
Sehingga kegiatan pengujian
di laboratorium tidak termasuk
objek Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah.

Sesuai dengan Penjelasan
Pasal 128 UU No. 28 Tahun
2009, laboratorium dapat
menjadi objek Retribusi
Pemakaian Kekayaan
Daerah dalam hal bangunan
beserta peralatan
laboratorium milik Pemda

-tersebut disewakan kepada

pihak ketiga.







PEPEPL S

Pr Prere |5

.



NPPPPPL |Pee

e

Ferrrrrrers|§

rrerr §




| & [Bst |

8. | Wilayah Pemungutan -
9. | Penentuan Pembayaran, | - -
Tempat Pembayaran,
Angsuran, dan
Penundaan Pembayaran
10. | Sanksi: - s
a. Administratif
b. Pidana
11. | Penagihan - -
12. | Penghapusan Piutang - -
Retribusi yang
Kedaluwarsa
13. | Tanggal Mulai Pasal Il Telah sesuai dengan UU No. 28
Berlakunya. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Tahun 2009.
14. | Lain-Lain - -
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